Menimbang

Mengingat

BUPATI KOLAKA UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA
NOMOR {0 TAHUN 201§

TENTANG

DESAIN OLAHRAGA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang
Penyelenggaraan Keolahragaan, perlu  menetapkan
Peraturan Bupati tentang Desain Olahraga Daerah.

1.

2,

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 Tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten
Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4339);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang

Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 241, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7001);



Menetapkan

2

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG DESAIN OLAHRAGA
DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpm
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Kolaka Utara.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Kolaka Utara.

Desain Besar Olahraga Nasional yang selanjutnya
disingkat DBON adalah dokumen rencana induk yang
berisikan arah kebijakan pembinaan dan pengembangan
keolahragaan nasional yang dilakukan secara efektif,
efisien, unggul, terukur, sistematis, akuntabel, dan
berkelanjutan dalam lingkup olahraga pendidikan
olahraga rekreasi, olahraga prestasi, dan industri
olahraga.

Desain Olahraga Daerah yang selanjutnya disingkat
DOD adalah dokumen rencana induk yang berisikan
arah kebijakan pembinaan dan pengembangan
keolahragaan daerah yang dilakukan secara efektif,
efisien, unggul, terukur, sistematis, akuntabel, dan
berkelanjutan dalam lingkup olahraga pendidikan,
olahraga rekreasi, olahraga prestasi, dan industri
olahraga.

Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan
pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis
untuk mendorong, membina, serta mengembangkan
potensi, jasmani, rohani, sosial, dan budaya.

Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan
dengan olahraga yang memerlukan pengaturan,
pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan,
peningkatan, pengawasan, dan evaluasi.

Olahragawan adalah Peolahraga yang mengikuti
pelatihan dan kejuaraan Olahraga secara teratur,
sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan
untuk mencapai prestasi.
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10. Tenaga Keolahragaan adalah orang perseorapggn'yang
memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi di bidang

olahraga.

11. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan
Olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses
pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk
menanamkan nilai-nilai karakter dan memperoleh
pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan
guna membangun gaya hidup sehat aktif sepanjang

hayat.

12. Olahraga Masyarakat adalah Olahraga yang dilakukan
oleh masyarakat berdasarkan kegemaran dan
kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai
dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat
yang dilakukan secara terus-menerus untuk kesehatan,
kebugaran, dan kegembiraan.

13. Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang membina dan
mengembangkan Olahragawan secara terencana,
sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan
melalui kompetisi untuk mencapai Prestasi dengan
dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi
Keolahragaan.

14. Industri Olahraga adalah kegiatan ekonomi bidang
Olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa
yang memberi nilai tambah atau manfaat yang lebih
tinggi dan berdampak pada perekonomian masyarakat
dan Olahraga.

15. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara
Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi
kemasyarakatan yang mempunyai perhatian dan
peranan dalam bidang Keolahragaan.

16. Tim Koordinasi Daerah adalah tim yang dibentuk untuk

mendukung kelancaran penyelenggaraan DBON di
Daerah.

BAB II
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN OLAHRAGA DAERAH

N Pasal 2
a ebijakan pembangunan olahraga Daerah Periode
2025-2045 dilaksanakan sesuai dengan DOD.



BAB III
SISTEMATIKA DOD

Pasal 3
(1) DOD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
a.babl Pendahuluan;
b.bab Il Visi, Misi, Prinsip, Tujuan, dan Sasaran
DOD;
c.bab IIl Kebijakan, Strategi, dan Penyelenggaraan
DOD;
d.bab IV Peta Jalan DOD; dan
e.bab V Penutup.
(2) DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4
(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan
evaluasi pelaksanaan DOD.
(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 5
(1) Pendanaan pelaksanaan DOD bersumber dari:
a. Anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan /atau
b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
(2) Pemerintah  Daerah mengalokasikan anggaran
pelaksanaan DOD  sesuai dengan kemampuan
keuangan Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulaj berlaku ad
diundangkan. e
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di Lasusua
pada tanggal 26 Juni W0ZS

BUPATI KOW

NUR RAHMAN UMAR

Diundangkan di Kolaka Utara
pada tanggal 26 suni 02S

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA,

TAUPI

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2025 NOMOR: | 0
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA
NOMOR |0 TAHUN 22025

TENTANG

DESAIN OLAHRAGA DAERAH.

DESAIN OLAHRAGA DAERAH

-

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Desain Olahraga Daerah

B.

1. Kondisi Umum Keolahragaan di Daerah Kolaka Utara

Keolahragaan di tingkat daerah memiliki peran yang sangat penting
dalam pembangunan bangsa, terutama dalam menciptakan masyarakat
yang sehat, produktif, dan berprestasi. Namun, kondisi keolahragaan di
berbagai daerah Indonesia masih sangat beragam, tergantung pada faktor
geografis, ekonomi, budaya, serta tingkat perhatian yang diberikan oleh
Pemerintah Daerah.

Pencapaian dalam bidang olahraga di Daerah Kolaka Utara memang
sudah menunjukkan hasil yang positif, dengan adanya prestasi atlet yang
mampu bersaing di Tingkat provinsi dan nasional bahkan internasional.
Namun, di sisi lain Kabupaten Kolaka Utara masih menghadapi tantangan
besar dalam mengembangkan olahraga secara maksimal. Kolaka Utara
sudah berhasil membangun fasilitas olahraga yang memadai, tetapi
sebagian besar masih kekurangan infrastruktur yang sesuai dengan
standar yang diperlukan untuk kegiatan olahraga yang berkualitas.

Aspirasi masyarakat terkait pemenuhan kebutuhan dalam
pembangunan keolahragaan di Kolaka Utara sangat beragam, mulai dari
peningkatan fasilitas olahraga yang lebih baik hingga peningkatan
pembinaan atlet di berbagai cabang olahraga. Banyak masyarakat yang
berharap adanya akses yang lebih luas untuk berpartisipasi dalam
olahraga, baik itu untuk tujuan rekreasi maupun untuk berprestasi. Oleh
karena itu, penting bagi Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun
Kabupaten/kota, untuk merancang kebijakan yang tepat guna memenuhi
kebutuhan tersebut serta mendorong partisipasi masyarakat dalam
olahraga.

Potensi dan Permasalahan

Keolahragaan di Kabupaten Kolaka Utara memiliki banyak potensi
yang dapat dikembangkan, namun juga dihadapkan pada berbagai
permasalahan yang perlu diatasi. Dalam menyusun Desain Olahraga
Daerah Kolaka Utara, penting untuk melakukan analisis terkait potensi
dan permasalahan yang ada.



1. Potensi yang Ada:

a. Potensi Sumber Daya Manusia (SDM):
Kabupaten Kolaka Utara banyak memiliki bakat atlet yang luar
biasa, baik di tingkat usia dini hingga remaja, yang apabila
dikelola dengan baik, dapat menjadi atlet berprestasi di tingkat
nasional atau internasional.

b. Potensi Alam dan Infrastruktur:
Kabupaten Kolaka Utara memiliki potensi alam yang
mendukung berbagai jenis olahraga luar ruangan, seperti
olahraga air, panjat tebing, dan lainnya. Infrastruktur dasar
yang sudah berkembang, meskipun masih terbatas, juga bisa
menjadi peluang pengembangan olahraga.

c. Komunitas Olahraga yang Kuat:
Di Kabupaten Kolaka Utara terdapat komunitas-komunitas
olahraga yang aktif yang dapat menjadi agen perubahan dalam
mempopulerkan olahraga di masyarakat.

2. Permasalahan yang Dihadapi:

a. Keterbatasan Fasilitas dan Infrastruktur:
Kabupaten Kolaka Utara, khususnya yang berada di daerah
terpencil, kekurangan fasilitas olahraga yang memadai, baik
dalam hal kuantitas maupun kualitas. Ketersediaan fasilitas
olahraga sesuai standar menjadi salah satu tantangan terbesar
dalam pengembangan olahraga di daerah.

b. Kurangnya Pembinaan dan Pelatihan:
Walaupun ada potensi atlet, seringkali hal tersebut tidak
memiliki sistem pembinaan yang terstruktur, pelatih yang
berkualitas, dan fasilitas pelatihan yang memadai. Hal ini
menyebabkan banyak atlet potensial gagal berkembang secara
maksimal.

c. Anggaran yang Terbatas:
Terbatasnya dana yang dialokasikan untuk pengembangan
olahraga di Kolaka Utara menghambat perencanaan dan
pelaksanaan program olahraga yang efektif. Banyak program
olahraga yang terhambat karena masalah pendanaan yang
membuat daerah sulit untuk meningkatkan kualitas olahraga.

d. Kurangnya Pemahaman Tentang Manajemen Keolahragaan:
Di Kabupaten Kolaka Utara, pengelolaan olahraga masih bersifat
adhoc dan tidak berbasis data dan analisis yang kuat. Kurangnya
pemahaman mengenai pentingnya olahraga dalam pembangunan
daerah menjadi salah satu kendala.

3. Analisis SWOT (Kelemahan, Peluang, Tantangan)
a. Kelemahan (Weaknesses):

- Keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih dalam
bidang keolahragaan, baik di tingkat pelatih maupun
pengelola.

- Fasilitas yang belum memadai dan tidak terawat dengan baik,
terutama di daerah yang lebih terpencil.
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- Kurangnya koordinasi antara berbagai pihak terkait,
termasuk pemerintah daerah, KONI, dan masyarakat dalam
pembangunan olahraga.

b. Peluang (Opportunities):

- Potensi untuk meningkatkan kualitas dan jumlah atlet
daerah yang dapat bersaing di tingkat nasional dengan
pembinaan yang lebih terstruktur.

- Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya
olahraga untuk kesehatan yang dapat dimanfaatkan untuk
mendorong lebih banyak partisipasi dalam kegiatan olahraga.

- Kerjasama dengan sektor swasta dan lembaga pendidikan
untuk mendukung pengembangan olahraga di daerah.

- Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung
pengembangan olahraga, seperti pelatihan online, sistem
monitoring prestasi atlet, dan promosi olahraga daerah.

c. Tantangan (Threats):

- Persaingan antar daerah dalam pengembangan atlet
berprestasi yang semakin ketat, yang dapat menyebabkan
daerah yang kekurangan sumber daya terpinggirkan.

- Perubahan kebijakan atau kurangnya kontinuitas dalam
komitmen pemerintah daerah dalam memprioritaskan
olahraga sebagai bagian dari pembangunan.

- Terbatasnya perhatian terhadap olahraga-olahraga yang
kurang populer di kalangan masyarakat, meskipun memiliki
potensi yang besar untuk dikembangkan.

C. Kewenangan Pemerintah Daerah

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi keolahragaan di
Kabupaten Kolaka Utara, kewenangan Pemerintah Daerah sangat
penting. Pemerintah Daerah Provinsi memiliki kewenangan dalam
merumuskan kebijakan keolahragaan tingkat provinsi menyediakan
fasilitas olahraga yang lebih besar dan Dberstandar, serta
menyelenggarakan pelatihan atlet untuk tingkat yang lebih tinggi.
Sedangkan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara memiliki kewenangan
dalam merancang program olahraga di tingkat Kabupaten,
meningkatkan fasilitas olahraga yang lebih memadai dan memberikan
akses olahraga bagi masyarakat.

Dengan adanya kerja sama yang baik antara Pemerintah Pusat,
Provinsi dan Kabupaten, serta dengan partisipasi aktif dari masyarakat
dan sektor swasta, diharapkan Desain Olahraga Daerah Kolaka Utara
dapat dijalankan dengan baik dan mendukung pencapaian visi dan
misi keolahragaan nasional.
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BAB II
VISI, MISI, PRINSIP, TUJUAN, DAN SASARAN DOD

A. VISI DOD

“Mewujudkan Indonesia Bugar, Berkarakter Unggul, dan
Berprestasi Dunia”.

B. MISI DOD

Misi DOD sebagai berikut:

a. Mewujudkan masyarakat Indonesia yang berpartisipasi aktif
berolahraga dengan tingkat kebugaran jasmani baik;

b. Mewujudkan peserta didik pada satuan pendidikan yang
berpartisipasi aktif berolahraga sehingga berkarakter unggul,
memiliki kecakapan gerak, dan tingkat kebugaranjasmani baik;

c. Mencetak atlet-atlet berprestasi dunia dengan pembinaan atlet
jangka panjang yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi
Keolahragaan sebagai faktor pendukung utama;

d. Mengembangkan Industri olahraga yang mendukung pembinaan
dan pengembangan Olahraga nasional serta berkontribusi kepada
pertumbuhan ekonomi nasional; dan

e. Mewujudkan tata kelola pembinaan dan pengembangan Olahraga
nasional yang modern, sistematis, sinergi, akuntabel, berjenjang,
dan berkelanjutan.

C. PRINSIP

Dalam menjalankan misi dan mewujudkan tujuan DOD Kolaka
Utara sejalan dengan DBON menggunakan prinsip-prinsip Excellence
(unggul), Measurable (terukur), Accountable (dapat
dipertanggungjawabkan), Systematic and Suistainable (sistematis dan
berkelanjutan) yang dapat disingkat menjadi EMAS dengan penjelasan
sebagai berikut:

a. Excellence (unggul)
Seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan harus dilakukan
dengan upaya yang terbaik untuk menghasilkan mutu setinggi-
tingginya.

b. Measurable (terukur)
Pelaksanaan DOD Kolaka Utara yang dirancang harus dilakukan
secara terukur dan jelas target, sasaran, serta waktu
pencapaiannya.

c. Accountable (dapat dipertanggungjawabkan)
DOD Kolaka Utara harus dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi
kewenangannya serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Systematic & Suistainable (sistematis dan berkelanjutan)
Program dan kegiatan yang harus dilaksanakan secara sistematis,
konsisten dan berkelanjutan pada semua tingkatan pelaksanaan.
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D. TUJUAN

Tujuan Desain Olahraga Daerah Kolaka Utara Yaitu:

1.
2,

3.

Meningkatkan Budaya Olahraga Masyarakat.

Meningkatkan Kapasitas, Sinergitas dan Produktivitas Olahraga
Prestasi Nasional.

Memajukan Prekonomian Nasional Berbasis Olahraga.

E. SASARAN DOD

Untuk mewujudkan tujuan DOD di Kolaka Utara, maka disusun

sasaran yang terukur sebagai acuan pencapaian tujuan dalam periode
Tahun 2021-2045 sebagai berikut:

a.

Terwujudnya partisipasi aktif Masyarakat berolahraga berusia 10
(sepuluh) tahun ke atas dapat diukur dari persentase Masyarakat
yang berpartisipasi aktif berolahraga sebanyak 3 (tiga) kali seminggu
dengan durasi waktu minimal 60 (enam puluh) menit per aktivitas.
Pada Tahun 2045 sebanyak 70% (tujuh puluh persen) Masyarakat
berpartisipasi aktif berolahraga, sehingga diharapkan 60% (enam
puluh persen) memiliki tingkat kebugaran jasmani baik;
Terwujudnya partisipasi siswa dan mahasiswa yang aktif
berolahraga berusia 7 (tujuh) tahun ke atas dapat diukur dari
persentase pendidikan jasmani Olahraga dan kesehatan sebanyak 3
(tiga) kali seminggu dengan durasi waktu minimal 60 (enam puluh)
menit per pertemuan. Pada Tahun 2045 sebanyak 70% (tujuh puluh
persen) siswa dan mahasiswa berpartisipasi aktif berolahraga,
sehingga diharapkan 30% (tiga puluh persen) memiliki tingkat
kebugaran jasmani baik;

Terwujudnya prestasi Olahraga dunia melalui program pembinaan
atlet jangka panjang secara sistematis, berjenjang, dan
berkelanjutan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi
keolahragaan yang didukung oleh tenaga Keolahragaan yang
berkualitas, prasarana dan sarana, dan big data Keolahragaan
mulai dari Tahun 2021 sampai dengan 2045 dalam rangka
mencapai target meraih peringkat ke-5 (kelima) pada Olympic Games
dan Paralympic Games Tahun 2044;

Terwujudnya perkembangan Industri Olahraga meliputi industri
barang, industri jasa, dan industri pariwisata yang berkualitas,
jumlah cabang Olahraga yang dibina oleh badan usaha, jumlah
kuantitas dan kualitas event, dan destinasi wisata Olahraga sebagai
konsekuensi logis dari meningkatnya partisipasi Masyarakat
berolahraga, sehingga Industri Olahraga mampu berkontribusi
kepada pertumbuhan ekonomi dan berperan aktif mendukung
pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi nasional; dan
Terwujudnya tata kelola pembinaan dan pengembangan Olahraga
nasional yang modern, sistematis, sinergi, akuntabel, berjenjang,
dan berkelanjutan mulai dari tingkat kabupaten, tingkat provinsi,
hingga ke tingkat nasional, dengan didukung ketersediaan data
yang terintegrasi dalam 1 (satu) sistem informasi Keolahragaan
Nasional yang profesional. Fokus pembinaan dan pengembangan
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Olahraga pada cabang Olahraga unggulan Olympic Games dan
Paralympic Games serta cabang Olahraga yang digemari
Masyarakat.

BAB III
KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN PENYELENGGARAAN DOD

A. KEBIJAKAN

Kebijakan DOD Kolaka Utara difokuskan pada:

1

2.

3.

. Meningkatkan partisipasi aktif berolahraga dan tingkat kebugaran
jasmani masyarakat;

Meningkatkan partisipasi aktif berolahraga dan tingkat kebugaran
jasmani peserta didik pada satuan pendidikan;

Meningkatkan pencapaian prestasi Olahraga dunia fokus pada
capaian peringkat pada Olympic Games dan Paralympic Games;
Melakukan pembinaan dan pengembangan industri olahraga
nasional serta optimalisasi penggunaan produk dalam negeri
sehingga industri olahraga nasionai mampu berperan aktif dalam
pembinaan dan pengembangan olahraga nasional serta
berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional; dan
Memperkuat tata kelola pembinaan dan pengembangan Olahraga
nasional yang modern, sistematis, sinergi, akuntabel, berjenjang,
dan berkelanjutan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,
Organisasi Olahraga, Dunia Usaha dan Industri, dan Masyarakat
yang didukung oleh big data analytics Olahraga nasional.

B. STRATEGI DESAIN OLAHRAGA DAERAH

Strategi penyelenggaraan DOD Kolaka Utara, meliputi:

1

. Peningkatan partisipasi aktif berolahraga dan tingkat kebugaran
jasmani masyarakat melalui promosi/kampanye/ajakan aktivitas
berolahraga disertai penyediaan fasilitas dan akses berolahraga,
prasarana Olahraga Rekreasi, pusat kebugaran, tenaga
Keolahragaan, dan event Olahraga Rekreasi;

. Peningkatan partisipasi aktif berolahraga dan tingkat kebugaran

Jjasmani peserta didik pada satuan pendidikan melalui penambahan
jam pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan,
pemassalan senam kesegaran jasmani, dan aktivitas fisik dengan
metode dan media pembelajaran yang menarik;

. Peningkatan prestasi Olahraga nasional untuk menuju prestasi

dunia/internasional = dilakukan melalui pembinaan dan
pengembangan fokus pada cabang olahraga unggulan Olimpiade
dan Paralimpik, penerapan sistem promosi dan degradasi kepada
14 (empat belas) cabang Olahraga unggulan, penerapan sistem
pembinaan, pengembangan, dan peningkatan prestasi Olahraga,
pembinaan dan pengembangan Olahraga nasional dengan
menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kualitas
dan kuantitas tenaga keolahragaan berstandar internasional.
Penyelenggaraan kompetisi Olahraga, partisipasi pada kompetisi
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single/multi event Olahraga internasional, penerapan revitalisasi
pelaku organisasi dan sumber daya manusia, penataan
kelembagaan dan pengembangan peran dunia usaha;

Peningkatan peran serta Industri Olahraga dalam pembinaan dan
pengembangan Olahraga melalui upaya memperbanyak event
Olahraga berbasis wisata Olahraga, pemanfaatan produk dalam
negeri, membangun, dan memfasilitasi sentra-sentra usaha mikro,
kecil, dan menengah Industri Olahraga, mendorong Pemerintah
Daerah untuk membangun dan mengembangkan Industri
Olahraga, menciptakan sumber daya manusia Industri Olahraga
yang berkualitas, penerapan standardisasi produk Industri
Olahraga, melakukan promosi produk Industri Olahraga, dan
membangun kolaborasi lintas stakeholder, dan

Peningkatan kualitas tata kelola pembinaan dan pengembangan
Olahraga nasional yang modern, sistematis, sinergi, akuntabel,
berjenjang, dan berkelanjutan antara Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, dunia usaha dan
industri, dan Masyarakat melalui pelatihan dan bimbingan teknis
Organisasi Olahraga.

C. PENYELENGGARAAN DESAIN BESAR OLAHRAGA DAERAH

Penyelenggaraan DOD Kolaka Utara meliputi:

1.

Perencanaan

DOD Kolaka Utara sebagai pedoman menyusun perencanaan
pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan, Olahraga
Rekreasi, Olahraga Prestasi, dan Industri Olahraga di daerah. DOD
Kolaka Utara sebagai perpanjangan tangan DBON yang melengkapi
sistem perencanaan nasional yang sudah ada saat ini. Gambaran
umum kedudukan perencanaan DBON dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat dilihat
pada gambar berikut ini:

e [ s |
Peta Jalan ', i .
(Feeksion) R - RENSTRA RPJMD
o j @ B
RKP o+ +»  RENJA RKPD
L L
Keterangan.
Dyabarkan

%@ = Pedoman
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Gambar 1
Keterkaitan Desain Besar Olahraga Nasional dan Sistem Perencanaan
Nasional
2. Supervisi
DOD Kolaka Utara dilakukan melalui program-program yang
berorientasi pada hasil (outcomes oriented program). Tim Koordinasi
Daerah melibatkan tim pakar yang berperan dalam memberikan
masukan terkait arah dan kebijakan serta  supervisi
penyelenggaraan DOD di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten.
3. Pelaksanaan
Pelaksanaan DOD Kolaka Utara sejalan dengan DBON yang
dilakukan melalui 3 (tiga) tingkat pelaksanaan, sebagaimana
dijelaskan pada Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1 Tingkat Pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional

TINGKAT PENANGGUNG JAWAB
PELAKSANAAN

Pusat Tim Koordinasi Pusat Desain Besar Olahraga
Nasional

Provinsi Tim Koordinasi Provinsi Desain Besar
Olahraga Nasional

Kabupaten Tim Koordinasi Kabupaten Desain Besar
Olahraga Nasional

Pengorganisasian pelaksanaan DOD di Kolaka Utara
merupakan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah
provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten dengan Organisasi
Olahraga, dunia usaha dan industri, Masyarakat, perseorangan,
akademisi, dan media.

Tim Koordinasi bertanggung jawab kepada masing-masing
pemimpin tertinggi disetiap tingkat pelaksanaan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan. Demi kelancaran pelaksanaan
tugasnya Tim Koordinasi Pusat didukung secara administrasi oleh
sekretariat dari kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Olahraga. Berikut adalah gambar
keterkaitan Tim Koordinasi disemua tingkat:

Mengelola

*  1indonesia Elite Azhicte
Tresimi g Center

- 1indonesia Eiite Pora
Athiete Training Centre
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Gambar 2
Keterkaitan Desain Besar Olahraga Nasional

Pembangunan Elite Athlete dan Para Athlete Training Center

dan Indonesia Sports Schools kelas dunia, renovasi Sentra Nasional
Pembinaan Atlet Talenta Muda, dan penyediaan Prasarana dan
Sarana Olahraga Pembinaan Talenta Muda Daerah Sekolah Khusus
Olahragawan (SKO) provinsi serta Pusat Pendidikan dan Latihan
Pelajar (PPLP) kabupaten/kota dilakukan secara bertahap dan
kontinu sesuai sasaran dari DBON periode Tahun 2021-2045.

Keterlibatan organisasi perangkat daerah dan lembaga di

Kolaka Utara dalam pelaksanaan DOD Kolaka Utara antara lain

adalah:

a. organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan
koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan daerah
dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan
dan perencanaan daerah:

1)

2)

mengarahkan, mengoordinasikan, menyinkronkan, dan
mengendalikan percepatan peningkatan kualitas Olahraga
Pendidikan, peningkatan partisipasi aktif Masyarakat
berolahraga, kebugaran jasmani Masyarakat, dan prestasi
Olahraga di tingkat nasional dan daerah;

mengarahkan, mengoordinasikan, menyinkronkan, dan
mengendalikan percepatan peningkatan prestasi Olahraga
nasional, akselerasi program literasi fisik melalui pilar
Olahraga Pendidikan, dan pengembangan gaya hidup sehat
aktif, partisipasif, serta kebugaran melalui pilar Olahraga
Rekreasi; dan

b. organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dalam Daerah:

1)

2)

3)

mengoordinasikan dan memfasilitasi kebijakan untuk
meningkatkan dukungan kepada perangkat daerah sesuai
dengan kewenangan dalam rangka pembangunan prasarana
dan sarana Olahraga, pembinaan, kompetisi amatir, dan
kompetisi kelompok umur Olahraga unggulan dengan
mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah
sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;

mengoordinasikan dan memfasilitasi organisasi perangkat
daerah untuk menyusun kebijakan dalam bidang Olahraga
Pendidikan, Olahraga Rekreasi, dan Olahraga Prestasi
sesuai dengan kewenangan daerah dalam rangka
pembangunan prasarana dan sarana Olahraga Pendidikan,
Olahraga Rekreasi, dan Olahraga Prestasi dengan
mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah
sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;

mengoordinasikan organisasi perangkat daerah untuk
melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat terhadap pengaturan
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mengenai Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi, dan
Olahraga Prestasi; dan

4) mendorong optimalisasi pemanfaatan prasarana dan sarana
Olahraga yang telah ada dengan prioritas untuk kegiatan
Keolahragaan melalui pembentukan lembaga pengelolaan
prasarana dan sarana Olahraga.

. organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan

pemerintah di bidang keuangan daerah:

1) memberikan dukungan pengalokasian anggaran yang
diperlukan dalam rangka mendukung kegiatan Olahraga
Pendidikan, Olahraga Rekreasi, Olahraga Prestasi, dan
Industri Olahraga pada anggaran pendapatan dan belanja
daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

2) memberikan fasilitasi dan dukungan teknis penganggaran
yang diperlukan oleh perangkat daerah/lembaga/instansi
terkait dalam kegiatan Olahraga Pendidikan, Olahraga
Rekreasi, Olahraga Prestasi, dan Industri Olahraga sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

. organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang badan usaha milik daerah:

1) memberikan dukungan pembinaan untuk 14 (empat belas)
cabang Olahraga unggulan Olympic Games, 5 (lima) cabang
Olahraga unggulan Paralympic Games, dan pengembangan
Industri Olahraga bagi cabang Olahraga yang digemari
Masyarakat oleh badan usaha milik negara berkoordinasi
dengan organisasi perangkat daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
Olahraga; dan

2) dukungan dana corporate social responsibility dari badan
usaha milik daerah terhadap kegiatan Olahraga Pendidikan,
Olahraga Rekreasi, Olahraga Prestasi, dan Industri
Olahraga.

. organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah:

1) memberikan dukungan penyusunan rencana program
dalam kegiatan Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi,
Olahraga Prestasi, dan Industri Olahraga pada dokumen
perencanaan sesuai dengan kewenangannya,;

2) memberikan fasilitasi dan dukungan teknis penyusunan
rencana program yang diperilukan oleh perangkat
daerah/lembaga/instansi terkait kegiatan Olahraga
Pendidikan, Olahraga Rekreasi, Olahraga Prestasi, dan
Industri Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan ;

3) memberikan fasilitasi dan dukungan teknis model evaluasi
perencanaan pembangunan Olahraga yang komprehensif,
mendasar, dan berjangka panjang untuk pertumbuhan pilar
Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi, Olahraga Prestasi,
dan Industri Olahraga; dan
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mengoordinasikan perencanaan program dan anggaran
bidang Olahraga yang berkelanjutan dan terintegrasi lintas
perangkat daerah/lembaga.

organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Olahraga:

1)
2)

3)

4)

S)

6)

7)

8)

9)

mendorong pelibatan sektor swasta dalam pengembangan

Olahraga nasional terutama dukungan anggaran;

menyusun perencanaan program dan anggaran bidang

Olahraga yang berkelanjutan dan terintegrasi;

melakukan pemetaan potensi cabang Olahraga daerah

sehingga pemerataan dan standardisasi prasarana dan

sarana Olahraga menyesuaikan potensi unggulan daerah;

menyusun rencana pembangunan prasarana dan sarana

jangka panjang dengan memperhatikan pemetaan potensi

cabang Olahraga unggulan daerah dan mengoptimalkan

pemanfaatan prasarana dan sarana Olahraga yang telah

ada;

melaksanakan standardisasi pengembangan dan pembinaan

Pusat Pendidikan dan  Latihan  Pelajar  (PPLP)

kabupaten/kota;

mendorong pembentukan lembaga pengelolaan prasarana

dan sarana Olahraga dengan pola Badan Layanan Umum/

BLUD;

memberikan pendidikan dan pelatihan yang memadai dan

berkelanjutan dalam rangka peningkatan kapasitas kepada

para pelaku Industri Olahraga;

mendorong partisipasi Masyarakat dalam berolahraga

melalui:

a) koordinasi penyediaan sarana dan prasarana Olahraga
di fasilitas umum;

b) penyediaan akses yang mudah dan terjangkau terhadap
sarana dan prasarana Olahraga; dan

c) sosialisasi dan edukasi akan pentingnya Olahraga sejak
dini,

menyusun kebijakan pengelolaan talenta atlet dengan

menyiapkan dan mengoptimalkan peran sistem informasi

dan big data analytics Olahraga nasional,

10) bekerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi dan

lembaga Olahraga baik lokal maupun nasional ataupun
internasional dalam rangka pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi Keolahragaan, pengembangan
sistem pendidikan, dan sertifikasi sumber daya manusia
ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan ;

11) menyelenggarakan kompetisi Olahraga pada usia dini

hingga dewasa antar lembaga pendidikan dan lintas daerah
secara rutin dan berkelanjutan;

12) menyusun dan menetapkan peta jalan pembinaan dan

pengembangan Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi,
Olahraga Prestasi, dan Industri Olahraga,;
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13) berkoordinasi dengan perangkat daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendidikan dan pemerintah daerah dalam menyusun
kebijakan standarisasi maupun penyelenggaraan Pusat
Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) kabupaten Sekolah
Khusus dan/atau (PPLP) Disabilitas;

14) berkoordinasi dengan perangkat daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendidikan untuk mengembangkan dan menyusun
kurikulum khusus atlet pada PPLP atau kelas khusus
Olahraga;

15) menyelenggarakan pembinaan atlet talenta muda daerah
pada sentra Olahraga di daerah;

16) melakukan bimbingan teknis pada sentra-sentra latihan
daerah;

17) memfasilitasi penyelenggaraan pembinaan atlet elit daerah
dan para atlet elite daerah;

18) meningkatkan partisipasi Masyarakat aktif berolahraga
untuk meningkatkan kebugaran jasmani;

19) melakukan pembinaan atlet talenta muda, atlet elit junior,
dan atlet elit daerah termasuk disabilitas secara berjenjang;

20) menyelenggarakan kejuaraan Olahraga daerah berdasarkan
kelompok usia;

21) memfasilitasi pelatihan wasit/juri dan pelatih serta sumber
daya manusia Olahraga Pendidikan bersertifikat nasional
dan/atau internasional;

22) menyusun dan menetapkan norma, standar, prosedur, dan
kriteria Olahraga Pendidikan dan petunjuk/pedoman teknis
bagi perangkat daerah/lembaga terkait peningkatan
prestasi Olahraga daerah;

23) berkoordinasi dengan perangkat daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendidikan untuk melakukan pembinaan potensi Olahraga
melalui ekstrakurikuler, klub Olahraga sekolah, dan Pusat
Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) kabupaten;

24) berkoordinasi dengan perangkat daerah untuk mendorong
terselenggaranya class meeting di satuan pendidikan dan
memfasilitasi kejuaraan antar sekolah, festival pendidikan
jasmani, dan pengukuran kebugaran jasmani per semester;

25) berkoordinasi dengan perangkat daerah untuk
memfasilitasi kecukupan pelatih Olahraga di satuan
pendidikan; dan

26) melakukan supervisi, monitoring, dan evaluasi capaian
percepatan prestasi Olahraga daerah dan kualitas Olahraga
Pendidikan, serta melaporkan kepada Bupati paling sedikit
1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu
apabila diperlukan.

. organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pendidikan:
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2)

3)

4)

S)

6)

7)

8)
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menetapkan kurikulum khusus untuk Pusat Pendidikan
dan Latihan Pelajar (PPLP) kabupaten, kelas khusus,
dan/atau sentra pembinaan atlet Olahraga lainnya pada
sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah
menengah atas berkoordinasi dengan perangkat daerah
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
Olahraga;

menjamin penyelenggaraan Pendidikan Jasmani, Olahraga,
dan Kesehatan (PJOK) di satuan pendidikan termasuk
memberikan layanan PJOK adaptif bagi satuan pendidikan
yang memiliki peserta didik penyandang disabilitas;
menetapkan dan menyelaraskan kurikulum PJOK dengan
LTAD berkoordinasi dengan perangkat daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
Olahraga;

menyediakan dukungan pembinaan siswa berbakat
Olahraga antara lain dengan memberikan beasiswa bagi
peserta didik berprestasi di bidang Olahraga dan pendidik
untuk pendidikan jasmani di lingkungan satuan pendidikan;
menyelenggarakan festival pendidikan jasmani dan
kompetisi Olahraga jenjang pendidikan dasar dan
menengah;

menetapkan indikator kualitas Olahraga Pendidikan
berkoordinasi dengan perangkat daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
Olahraga;

mengidentifikasi dan meningkatkan capaian pembelajaran
calon guru dan kompetensi guru PJOK bekerja sama dengan
perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Olahraga;

memberikan dukungan untuk mengikuti kompetisi di dalam
dan di luar negeri bagi peserta didik yang berprestasi di
bidang Olahraga, pelatih, dan tenaga keolahragaan; dan
meningkatkan kerja sama dalam rangka peningkatan
kompetensi untuk pendidik dan tenaga pendidikan di bidang
PJOK.

. organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pekerjaan umum:

1)

2)

3)

melakukan pembangunan dan/atau renovasi prasarana
Olahraga dan dapat termasuk kelengkapan Olahraga yang
melekat pada bangunan training centre standar nasional
untuk pembinaan elite atlet, elite para atlet, elite atlet junior,
dan elite para atlet junior, serta sentra latihan talenta muda;
mendukung pembangunan dan/atau renovasi prasarana
Olahraga dan dapat termasuk kelengkapan Olahraga yang
melekat pada bangunan untuk penyelenggaraan event
daerah dan nasional melalui penugasan khusus;

berkoordinasi dengan perangkat daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
Olahraga dan/atau pihak-pihak lain yang diperlukan dalam
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melaksanakan pembangunan/renovasi prasarana Olahraga
dan dapat termasuk kelengkapan Olahraga yang melekat
pada bangunan; dan

melaksanakan serah terima  prasarana Olahraga
sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) kepada
kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak-
pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kesehatan:

1)

2)

3)

4)

menyusun standar pelayanan minimal bidang kesehatan
Olahraga dan standar kebugaran jasmani bagi Masyarakat
dan peserta didik bekerja sama dengan perangkat daerah
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
Olahraga;

melakukan pembinaan dan bimbingan teknis pelayanan
kesehatan bidang kesehatan Olahraga dalam ruang lingkup
Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi, dan Olahraga
Prestasi bekerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan
setempat dan/atau organisasi perangkat daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah di bidang kesehatan;

memberikan dukungan layanan kesehatan bagi atlet dan
pelatih melalui rumah sakit Pemerintah Daerah; dan
menyediakan dukungan anggaran pengembangan
laboratorium anti-doping berstandar Nasional.

kementerian/lembaga  yang  menyelenggarakan  urusan
pemerintahan di bidang agama:

1)

2)

3)

4)

S)

menetapkan dan menyelaraskan kurikulum pendidikan
jasmani Olahraga kesehatan dengan LTAD bekerja sama
dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Olahraga,;

menetapkan dan menyelaraskan kurikulum PJOK pada
satuan pendidikan di lingkungan kementerian/lembaga
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
agama bekerja sama dengan perangkat daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
Olahraga;

meningkatkan partisipasi siswa pada satuan pendidikan di
lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang agama agar aktif berolahraga untuk
meningkatkan kebugaran jasmani,

menyelenggarakan festival pendidikan jasmani dan
kompetisi Olahraga pada satuan pendidikan di lingkungan
kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang agama mulai dari tingkat kabupaten
kota sampai dengan tingkat provinsi dan/atau tingkat
nasional;

menyediakan dukungan pembinaan siswa berbakat
Olahraga antara lain memberikan beasiswa bagi peserta
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didik berprestasi di bidang Olahraga dan pendidik untuk
pendidikan jasmani pada satuan pendidikan di lingkungan
kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang agama,

6) mengidentifikasi kebutuhan dan meningkatkan kompetensi
guru Olahraga dan pelatih pada satuan pendidikan di
lingkungan kementerian/lembaga yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang agama bekerja sama dengan
perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Olahraga; dan

7) menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan kelas
keberbakatan Olahraga dan kelas Olahraga atau bentuk
sentra pembinaan lainnya pada satuan pendidikan di
lingkungan kementerian/lembaga yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang agama pada dari tingkat
kabupaten/kota.

. organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang sosial:

1) mendukung pembinaan dan pengembangan ruang lingkup
Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi, dan Olahraga
Prestasi bagi penyandang disabilitas dan penyandang
masalah sosial;

2) mendorong penyediaan fasilitas prasarana dan sarana
Olahraga bagi penyandang disabilitas dan penyandang
masalah sosial yang menjadi kewenangannya; dan

3) mendukung penyelenggaraan festival dan kompetisi
Olahraga bagi penyandang disabilitas dan penyandang
masalah sosial yang menjadi kewenangannya.

organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang perindustrian:

memberikan dukungan yang diperlukan oleh perangkat

daerah/lembaga/instansi terkait dalam kegiatan

pengembangan industri alat olahraga dan industri lainnya yang
merupakan bagian dari industri olahraga.

.organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pariwisata:

memberikan dukungan yang diperlukan oleh perangkat

daerah/lembaga/Pemerintah Daerah/instansi terkait dalam

kegiatan pengembangan wisata Olahraga yang
mengintegrasikan pengembangan destinasi wisata, event

Olahraga, Olahraga tradisional, serta potensi budaya lokal.

. organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang hukum:

memberikan dukungan pembentukan peraturan perundang-

undangan yang mendukung pelaksanaan DOD.

. bupati/wali kota

1) menyediakan dan mengalokasikan anggaran pendapatan
dan belanja daerah sesuai dengan kewenangan daerah
berdasarkan kemampuan keuangan daerah untuk
pembangunan prasarana dan sarana Olahraga di daerah
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sesuai dengan standar, pembinaan, kompetisi amatir,
kompetisi kelompok umur cabang olahraga elite dan training
center Olahraga yang ditetapkan dalam rangka peningkatan
prestasi Olahraga nasional dan internasional berpedoman
pada peta jalan yang disusun oleh dinas yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
Olahraga;

2) menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan atlet
talenta muda usia 12-18 (dua belas sampai dengan delapan
belas) tahun sesuai cabang Olahraga unggulan DBON;

3) mendorong partisipasi Masyarakat dalam berolahraga
melalui:

a) penyediaan prasarana dan sarana Olahraga di fasilitas
umum dan sosial;

b) penyediaan akses yang mudah dan terjangkau terhadap
prasarana dan sarana Olahraga; dan

c) memberikan sosialisasi dan edukasi akan pentingnya
Olahraga sejak dini, dan

4) menyelenggarakan kompetisi Olahraga baik pada usia dini
maupun dewasa antar lembaga pendidikan dan lintas
daerah secara rutin dan berkelanjutan.

4. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DOD Kolaka Utara
dilakukan oleh Bupati selaku ketua pelaksana Tim Koordinasi
Daerah. Pemantauan pelaksanaan DOD dilakukan paling sedikit 1
(satu) kali dalam 6 (enam) bulan, dan evaluasi dilakukan paling
sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu jika
diperlukan.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi oleh Bupati selaku
ketua pelaksana Tim Koordinasi Daerah dapat dilakukan bersama
anggota Tim Koordinasi Daerah. Tim Koordinasi Provinsi
melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DOD tingkat
provinsi. Sedangkan Tim Koordinasi Kabupaten melakukan
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DOD tingkat kabupaten.

Hasil dari pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DOD Kolaka
Utara menjadi bahan perbaikan kebijakan dalam menyusun
rencana kerja tahunan dan secara bertahap menjadi bahan
perbaikan peta jalan DOD Kolaka Utara.

Pelaksanaan DOD Kolaka Utara dilaporkan oleh bupati selaku
ketua Tim Koordinasi Kabupaten kepada gubernur selaku ketua
Tim Koordinasi Provinsi.

Pelaporan pelaksanaan DOD di tingkat daerah dilakukan
secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau
sewaktu-waktu apabila diperlukan.
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BAB IV

PETA JALAN DOD KABUPATEN KOLAKA UTARA

Peta jalan DOD Kolaka Utara meliputi periode Tahun 2021-2045 untuk
memberikan arah pelaksanaan pengelolaan Olahraga Pendidikan, Olahraga
Rekreasi, Olahraga Prestasi, dan Industri Olahraga pada Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, dunia usaha dan industri, dan
Masyarakat agar berjalan secara efektif, efisien, unggul, terukur, akuntabel,
sistematis, dan berkelanjutan.

Peta Jalan DOD sebagaimana pada Tabel 2:

Peta Jalan Keterangan
Peta Jalan Tahap 1 | Tahap ke-1, peta jalan tahapan pembangunan
Tahun 2021-2024 | difokuskan kepada pembangunan fondasi
penyelenggaraan DOD melalui penguatan regulasi,
penyusunan norma, standar, prosedur,
dan kriteria.
Peta Jalan Tahap 2 | Tahap ke-2, peta jalan tahapan penguatan
Tahun 2025-2029 | difokuskan kepada penguatan fondasi

penyelenggaraan DOD yang sudah terbangun
pada tahap ke- 1 melalui pembinaan dan
pengembangan Olahraga secara sistematis dan
berjenjang dari tingkat daerah ke tingkat nasional.

Peta Jalan Tahap 3
Tahun 2030-2034

Tahap ke-3, peta jalan tahapan pengembangan
difokuskan kepada pengembangan dan inovasi
penyelenggaraan DOD sebagai keberlangsungan
pada tahap ke-2 melalui inovasi pembinaan dan
pengembangan Olahraga berbasiskan ilmu
pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.

Peta Jalan Tahap 4
Tahun 2035-2039

Tahap ke-4, peta jalan tahapan pemantapan
difokuskan kepada pemantapan penyelenggaraan
DOD sebagai keberlangsungan pada tahap ke-3
melalui penerapan pembinaan dan
pengembangan Olahraga berbasiskan ilmu
pengetahuan dan teknologi Keolahragaan dan
berkelanjutan.

Peta Jalan Tahap 5
Tahun 2040-2045

Tahap ke-S, peta jalan tahapan keberlanjutan
difokuskan kepada keberlanjutan
penyelenggaraan DOD sebagai keberlangsungan
pada tahap ke-4 melalui sistem pembinaan dan
pengembangan Olahraga berbasiskan ilmu
pengetahuan dan teknologi Keolahragaan terbaru
dan berkelanjutan.

Tabel 2 Peta Jalan

Secara spesifik dan terukur sasaran DOD Kolaka Utara Tahun 2021-
2045 dicapai secara bertahap dengan target sesuai dengan sasaran DBON
sebagimana pada tabel 3:
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BAB V
PENUTUP

Manajemen pengelolaan pembinaan Olahraga nasional harus
dilaksanakan dengan menggunakan prinsip-prinsip EMAS, yaitu
Excellent (unggul), Measurable (terukur), Accountable (dapat
dipertanggungjawabkan), dan Systematic & Suistainable (sistematis dan
berkelanjutan), sehingga semua target, sasaran, dan indikator
keberhasilan yang sudah ditetapkan dalam DOD Kolaka Utara periode
Tahun 2021-2045 dapat terlaksana dengan baik dan berhasil mencapai
target prestasi.

Adapun yang menjadi faktor kunci keberhasilan tercapainya target
pelaksanaan DOD antara lain:

a. komitmen nasional,

b. dukungan anggaran dan sistem kesejahteraan, jaminan masa
depan, dan kehidupan sosial;

c. kualitas dan kuantitas calon atlet berbakat;

d. kualitas dan kuantitas tenaga Keolahragaan;

e. sistem festival dan kompetisi Olahraga berjenjang, berkelanjutan,
dan berkualitas;

f. pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan dan
ketersediaan sistem informasi Olahraga; dan

g. prasarana dan sarana Olahraga sesuai standar internasional dan
nasional.

BUPATI KOLAKA UT.
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